Menimbang

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50 /POJK.04/2016
TENTANG
PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak
tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan
mengenai penyelenggara dana perlindungan pemodal
beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan
kepastian mengenai pengaturan terhadap penyelenggara
dana perlindungan pemodal, peraturan mengenai
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang
diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa
Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara

Dana Perlindungan Pemodal,;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud

dengan:

1.

Aset Pemodal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan
dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang
dititipkan pada Kustodian.

Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang
dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset
Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal.
Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek
yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan
Bank Kustodian.

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan
Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta
jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-
hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili
pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Direksi adalah organ penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal yang berwenang dan bertanggung jawab penuh
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atas pengurusan penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal untuk kepentingan penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal, sesuai dengan maksud dan
tujuan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal serta
mewakili penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal,
baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.

6. Dewan Komisaris adalah organ penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada

Direksi.

BAB II
PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Bagian Kesatu

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Pasal 2
Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan
terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas

Jasa Keuangan.

Pasal 3
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bertanggung
jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana
Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 4
Dalam menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan
Pemodal sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 3,
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib:
a. memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan

antara harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan



Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan
Pemodal;

b. menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana
Perlindungan Pemodal pada Bank Kustodian
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal,

c. menempatkan uang tunai dari Dana Perlindungan
Pemodal pada rekening bank dan/atau tempat
penyimpanan yang terpisah dari rekening operasional
dan/atau tempat penyimpanan uang tunai Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal,

d. membuat dan menyampaikan laporan yang mencakup
kegiatan dan posisi keuangan bulanan, laporan
keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan
tahunan Dana Perlindungan Pemodal kepada Otoritas
Jasa Keuangan; dan

e. menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta

kekayaan Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 5
Harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal bukan
merupakan harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan

Pemodal sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 3,

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berwenang untuk:

a. mewakili Dana Perlindungan Pemodal baik di dalam
maupun di luar pengadilan,;

b. melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal, dengan
tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal
secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan

risiko investasi,
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memungut iuran dari anggota Dana Perlindungan

Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan

Pemodal;

mewakili Dana Perlindungan Pemodal untuk

melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian

dana dari Dana Perlindungan Pemodal yang telah
dibayarkan kepada Pemodal, dari Kustodian yang
menyebabkan Aset Pemodal dimaksud hilang;

menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan

Dana Perlindungan Pemodal atas:

1. dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal
dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal
sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
hasil investasi; dan/atau
dana dan/atau aset dari sumber lain yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,;

membayar biaya sehubungan dengan pelaksanaan

kegiatan Dana Perlindungan Pemodal,

menetapkan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis

mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi, dan

kebijakan investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan hal
lain yang berkaitan dengan tugas Penyelenggara Dana

Perlindungan Pemodal, dengan ketentuan persyaratan,

prosedur atau petunjuk teknis dimaksud termasuk

perubahannya mulai berlaku setelah mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jumlah

maksimal klaim untuk setiap Pemodal dan/atau

keseluruhan Pemodal dalam 1 (satu) Kustodian dengan
mempertimbangkan rekomendasi komite klaim;
melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisa
dalam rangka pengambilan keputusan menerima atau
menolak pembayaran klaim Pemodal;

menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses

pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal,
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meminta Kustodian dan Pemodal untuk memberikan
kuasa dalam rangka mendapatkan informasi dan
dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi klaim
Pemodal, dengan tetap memperhatikan ketentuan
kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan;

melakukan  pembayaran dan  tindakan  lainnya
sehubungan dengan klaim Pemodal yang telah
dinyatakan sah untuk dibayarkan; dan

memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan
mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan
cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan Dana
Perlindungan Pemodal dengan memperhatikan
kemampuan dan kebutuhan Dana Perlindungan

Pemodal.

Bagian Kedua

Permodalan dan Pemegang Saham

Pasal 7

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib

memiliki modal dasar paling sedikit sebesar

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dan

modal ditempatkan dan disetor paling sedikit

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Dalam rangka memperkuat permodalan Penyelenggara

Dana Perlindungan Pemodal, Otoritas Jasa Keuangan:

a. dapat meminta pemegang saham Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal untuk meningkatkan
permodalan Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal dengan mempertimbangkan kebutuhan
operasional atau kondisi kegiatan dari Dana
Perlindungan Pemodal; dan/atau

b. dapat memberikan persetujuan kepada badan
hukum di bidang keuangan atau lembaga lainnya
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan
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penyertaan modal sebagai pemegang saham dalam
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dilarang

dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh

orang perseorangan yang:

a. pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau
dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan baik di
Indonesia maupun di luar Indonesia; dan

b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.

Pada saat pendirian, Pihak yang dapat menjadi pemegang

saham Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pemegang saham Penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal dilarang mempunyai hubungan dengan

pemegang saham lainnya dari Penyelenggara Dana

Perlindungan Pemodal yang sama melalui:

a. kepemilikan langsung maupun tidak langsung
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham
yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal, kecuali kepemilikan oleh
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

b. perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris atau
anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris atau
anggota Direksi dari pemegang saham, atau yang
setara dengan jabatan tersebut; dan/atau

c. pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau
kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak

langsung oleh Pihak yang sama.
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Bagian Ketiga

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 8

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib

memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut:

a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. memiliki akhlak dan moral yang baik;

d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak
yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah
menyebabkan suatu badan hukum dinyatakan
pailit;

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana di bidang Pasar Modal dan/atau jasa
keuangan baik di Indonesia maupun di luar
Indonesia;

f.  tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang
Pasar Modal pada khususnya dan di bidang
keuangan pada umumnya;

g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material
atas ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal;

h. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan; dan

i. mempunyai komitmen terhadap pengembangan
Dana Perlindungan Pemodal pada khususnya dan
Pasar Modal pada umumnya.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib

memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai

berikut:

a. bagi anggota Direksi:

1. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang
Pasar Modal dan/atau jasa keuangan yang

memadai dan relevan dengan jabatannya,
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dengan ketentuan berpendidikan paling rendah
setingkat sarjana strata 1;

2. memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal
dan jasa keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun
pada jabatan manajerial;

3. memiliki pemahaman terhadap peraturan
perundang-undangan di Pasar Modal dan
bidang jasa keuangan dan wawasan yang luas
tentang industri Pasar Modal dan jasa
keuangan; dan

4. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang
baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.

b. bagi anggota Dewan Komisaris:

1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
Pasar Modal dan/atau jasa keuangan atau
memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun
pada badan atau perusahaan yang bergerak di
bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;

2. memiliki pemahaman terhadap peraturan
perundang-undangan di Pasar Modal dan
bidang jasa keuangan dan wawasan yang luas
tentang industri Pasar Modal dan jasa
keuangan; dan

3. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang

baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.

Pasal 9
Jumlah anggota Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota

Direksi, dan satu diantaranya adalah direktur utama.

Pasal 10
Jumlah anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang
anggota Dewan Komisaris dan satu diantaranya adalah

komisaris utama.
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Pasal 11
Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang akan
diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tentang
pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
wajib terlebih dahulu menjalani penilaian kemampuan dan

kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12
Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Jasa

Keuangan dapat membentuk komite.

Pasal 13
Penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dilakukan paling sedikit melalui penelitian administratif,
klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka (jika diperlukan),
dan/atau permintaan presentasi yang meliputi namun tidak
terbatas atas rencana strategis pengembangan Dana

Perlindungan Pemodal.

Pasal 14
Masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah 3 (tiga)
tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan.

Pasal 15
Masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris
adalah 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali

untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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Pasal 16
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal dilarang mempunyai hubungan

Afiliasi dengan pengurus Kustodian.

Pasal 17
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal dilarang memiliki saham
dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak

langsung pada Kustodian.

Pasal 18
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal dilarang mengendalikan baik
langsung maupun tidak langsung Emiten dan/atau
Perusahaan Publik dan/atau dilarang melakukan transaksi

saham Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 19
Apabila pada saat anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham telah memiliki
saham Emiten atau Perusahaan Publik, saham tersebut tidak
dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah

masa jabatannya berakhir.

Pasal 20
Anggota Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
dilarang merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan

lain.

Pasal 21
Anggota Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

wajib berdomisili di Indonesia.
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Pasal 22
Salah satu dari anggota Direksi dan/atau pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah anggota Direksi Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal wajib memiliki latar belakang

pendidikan di bidang hukum.

Pasal 23

Masa jabatan anggota Direksi Penyelenggara Dana

Perlindungan Pemodal berakhir dengan sendirinya apabila

anggota Direksi tersebut:

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dinyatakan pailit atau pernah menjadi anggota Dewan
Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah
atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit;

d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

e. berhalangan tetap;

f.  meninggal dunia; dan/atau

g. masa jabatan berakhir.

Pasal 24

Anggota Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa

Keuangan apabila anggota Direksi tersebut:

a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada
khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya,;

c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal;

d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan
Dana Perlindungan Pemodal; dan/atau

e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
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Bagian Keempat
Tata Cara Perizinan Penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal

Pasal 25
Permohonan pengajuan izin usaha Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal diajukan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Izin Usaha
sebagai  Penyelenggara Dana  Perlindungan  Pemodal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini.

Pasal 26

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 disertai dengan dokumen sebagai berikut:

a. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat,
nomor telepon, dan faksimili;

b. fotokopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang
berwenang dan anggaran dasar yang telah disetujui oleh
instansi yang berwenang;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. daftar nama dan data anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris, meliputi:

1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;

2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau
sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang
masih berlaku;

4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan
latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua)
lembar; dan

5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

e. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:

1. fotokopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi
yang berwenang dan anggaran dasar yang telah

disetujui oleh instansi yang berwenang;
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fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan

hukum Indonesia;

keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan

pemegang saham baik langsung maupun tidak

langsung yang meliputi nama dan bentuk
pengendalian;

laporan keuangan terakhir;

daftar nama dan data anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:

a) daftar riwayat hidup;

b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor
yang berlaku; dan

c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
dengan latar belakang berwarna merah
sebanyak 2 (dua) lembar;

laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh

Akuntan;

fotokopi rekening koran;

bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;

surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi yang menyatakan terpenuhinya

persyaratan sebagai berikut:

a) cakap melakukan perbuatan hukum;

b) memiliki akhlak dan moral yang baik;

c) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perusahaan dinyatakan pailit;

d) tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana di bidang Pasar Modal dan/atau
jasa keuangan baik di Indonesia maupun di
luar Indonesia;

e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di
bidang Pasar Modal pada khususnya dan di

bidang keuangan pada umumnya;
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f) tidak pernah melakukan pelanggaran yang
material atas ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal;

g) mempunyai komitmen untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan; dan

h) mempunyai komitmen terhadap pengembangan
Dana Perlindungan Pemodal pada khususnya
dan Pasar Modal pada umumnya;

10. surat pernyataan anggota Direksi bahwa yang
bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan
apapun pada perusahaan lain;

11. surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai
hubungan Afiliasi dengan anggota dewan komisaris
dan/atau anggota direksi di Kustodian;

12. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor;

13. gambaran tentang rencana operasi dan misi; dan

14. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai.

Pasal 27
Dalam rangka memproses permohonan izin usaha
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Otoritas Jasa
Keuangan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui
tatap muka (jika diperlukan), meminta presentasi, melakukan
pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan

dokumen.

Pasal 28
Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi
persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat
pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonannya tidak lengkap; atau

b. permohonannya ditolak.
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Pasal 29
Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi
persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin
usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada

pemohon.

Bagian Kelima

Operasional dan Pengendalian Internal

Pasal 30
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menjaga dan
memelihara kerahasiaan data dan sistem sehubungan dengan
Pemodal yang menyampaikan klaim, dengan tingkat

keamanan sistem yang memadai.

Pasal 31
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menyimpan
seluruh catatan tentang seluruh hal terkait dengan
pelaksanaan tugas dan wewenangnya termasuk seluruh
transaksi, kesepakatan, catatan akuntansi, dan berkas kerja
internal audit, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 32
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menyusun
laporan posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan

menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 33
(1) Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib
memiliki paling sedikit fungsi sebagai berikut:
a. fungsi investasi;
b. fungsi pembukuan dan keuangan; dan
c. fungsi pengawasan internal dan kepatuhan.
(2) Fungsi investasi dilaksanakan dengan ketentuan meliputi

paling sedikit sebagai berikut:
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menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas
Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan
Pemodal;

mengawasi perkembangan investasi atas jumlah
yang tidak akan digunakan segera dari Dana
Perlindungan Pemodal; dan

melakukan penyetoran hasil investasi Dana
Perlindungan Pemodal ke dalam Dana Perlindungan

Pemodal;

(3) Fungsi pembukuan dan keuangan dilaksanakan dengan

ketentuan paling sedikit meliputi sebagai berikut:

a.

membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan
pembukuan atas seluruh transaksi Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum;
membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan
pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan
sehubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum dan terpisah dari pencatatan dan
pembukuan Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal;
memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
tersebut terselenggara dan tersimpan dengan baik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
menyusun laporan keuangan Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan
catatan atas laporan keuangan paling sedikit wajib
memuat hal sebagai berikut:
1. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak
terafiliasi dengan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Penyelenggara Dana

Perlindungan Pemodal;
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2. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak
terafiliasi dengan Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal; dan

3. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain,
dan fasilitas yang diberikan kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;

melakukan  kegiatan  perbendaharaan, yakni

menerima dana dan memungut iuran Dana

Perlindungan Pemodal dan mengeluarkan biaya yang

terkait dengan Dana Perlindungan Pemodal;

menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
dengan berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar

Modal dalam bentuk rencana kerja dan anggaran

tahunan yang sistematis, akurat, dan tepat waktu;

dan

apabila terdapat keraguan atau perbedaan dalam

pencatatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Dana

Perlindungan Pemodal dengan pihak lain atas

transaksi yang dilakukan sehubungan dengan Dana

Perlindungan Pemodal, Penyelenggara  Dana

Perlindungan Pemodal wajib mengadakan

rekonsiliasi dengan pihak terkait tersebut untuk

memastikan akurasi pembukuan.

(4) Fungsi pengawasan internal dan kepatuhan

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

memastikan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta prosedur operasi
standar dan kode etik Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal yang berlaku;

memproses setiap pengaduan Pemodal dan
masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan
tanggung jawab Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal; dan

memastikan bahwa pegawai pengawasan internal
dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap

waktu.
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Bagian Keenam

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 34
Rencana kerja dan anggaran tahunan Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal wajib terlebih dahulu mendapat

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlaku.

Pasal 35
(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Penyelenggara

Dana Perlindungan Pemodal wajib disusun paling singkat

untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal

1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun

berikutnya dan memuat paling sedikit:

a. rencana kerja yang menguraikan paling sedikit
kegiatan operasional dan kegiatan khusus yang
direncanakan akan dilakukan oleh Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal;

b. anggaran pendapatan yang bersumber dari:

1. setoran modal para pemegang saham,;

2. jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan
Pemodal; dan

3. sumber pendapatan lain yang disetujui oleh
Otoritas Jasa Keuangan;

c. anggaran pengeluaran biaya yang disusun
berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;

d. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat
lain, dan fasilitas dari anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris; dan

e. keterangan mengenai kontrak yang nilainya
material, dan kontrak antara Penyelenggara Dana

Perlindungan Pemodal dengan:



(2)

(3)

(4)

(1)

-20 -

1. Pihak yang terafiliasi dengan anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal; dan
2. Pihak yang terafiliasi dengan Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal.
Anggaran tahunan wajib disajikan secara perbandingan
dengan anggaran tahun sebelumnya.
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib
menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada
Otoritas Jasa Keuangan melalui anggota Dewan
Komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut
disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima
oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-
12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan.
Dalam hal batas waktu penyampaian laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) jatuh pada hari libur, laporan dimaksud wajib

disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketujuh

Laporan Dana Perlindungan Pemodal

Pasal 36

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib

menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

a. laporan kegiatan dan posisi keuangan bulanan Dana
Perlindungan Pemodal paling lambat pada tanggal
15 pada bulan berikutnya;

b. laporan keuangan tengah tahunan Dana
Perlindungan Pemodal paling lambat pada akhir
bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan
tengah tahunan; dan

c. laporan keuangan tahunan Dana Perlindungan
Pemodal yang diaudit oleh Akuntan dengan
pendapat yang lazim paling lambat pada akhir bulan

ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
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Dalam hal batas waktu tanggal pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan

wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 37

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib melaporkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan berkaitan

dengan:

a.

keterangan detail mengenai Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal, yang meliputi nama, alamat,
nomor telepon, dan faksimili Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal;

anggaran dasar Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal;

struktur organisasi dan uraian tugas pegawai sampai
dengan 1 (satu) level di bawah anggota Direksi
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal,

prosedur dan standar operasi Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal;

status hubungan Afiliasi antara anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal dengan anggota dewan komisaris
dan/atau anggota direksi lain dari Kustodian; dan
laporan perubahan material yang mempengaruhi operasi

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal,

paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kejadian.

(1)

Pasal 38

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib

melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal sebagai

berikut:

a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dan laporan kegiatan tahunan yang ditandatangani
oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, paling

lambat akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal
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laporan keuangan tahunan Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal;

b. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri
yang bersangkutan;

c. hasil Rapat Umum Pemegang Saham Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan Rapat
Umum  Pemegang Saham  tersebut, dengan
ketentuan akta notarial Rapat Umum Pemegang
Saham Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
akta tersebut diterima oleh Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal; dan

d. informasi dan data yang digunakan dalam proses
penanganan klaim sampai dengan pembayaran
klaim beserta dokumen terkait, setiap saat apabila
diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran
diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jika
pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja
dan operasional Penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal.

Pasal 39
Rencana perubahan pemegang saham Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal wajib diajukan kepada Otoritas Jasa

Keuangan untuk mendapat persetujuan.



- 23 -

Pasal 40
Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas
rencana perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan
klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka (jika diperlukan),
meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan
kepatutan atas calon pemegang saham, dan/atau meminta

tambahan dokumen.

Pasal 41
Rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal,
termasuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris, wajib disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kedelapan

Penanganan Klaim

Pasal 42
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melakukan
kegiatan penanganan klaim Pemodal yang kehilangan Aset
Pemodal setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan terdapat
kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana

Perlindungan Pemodal.

Pasal 43

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

menerima penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, anggota Direksi

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib:

a. mengumumkan kepada masyarakat baik melalui surat
kabar maupun media lainnya termasuk situs web
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal apabila telah
terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
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tentang Dana Perlindungan Pemodal dan mengundang
Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dalam waktu
tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
pengumuman dilakukan;

mengusulkan pembentukan komite klaim kepada
Otoritas Jasa Keuangan; dan

membentuk tim verifikasi klaim.

Pasal 44

Komite klaim beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh)

orang yang terdiri dari:

a. paling sedikit 2 (dua) orang pejabat Otoritas Jasa
Keuangan;

b. paling sedikit 3 (tiga) orang perwakilan Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian;

c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan

d. paling sedikit 1 (satu) orang profesional di bidang
Pasar Modal dan/atau perwakilan lembaga
perlindungan konsumen.

Susunan anggota komite klaim wajib mendapat

persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Komite klaim memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengawasi dan memberikan pedoman mengenai
pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal
yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk
untuk menangani suatu klaim Pemodal oleh anggota
Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;

b. memberikan rekomendasi kepada anggota Direksi
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas
kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal
terhadap Dana Perlindungan Pemodal serta jumlah

pembayaran dalam hal klaim diterima; dan
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memberikan usulan kepada anggota Direksi
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal atas
proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui
untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian
dalam hal aset Dana Perlindungan Pemodal tidak

mencukupi.

Penanganan klaim Pemodal dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

Pemodal menyampaikan permohonan secara tertulis
kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
dengan menggunakan formulir tertentu yang
ditetapkan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal dan melampirkan dokumen, data, informasi
maupun bukti lainnya sebagaimana disyaratkan
dalam formulir tersebut;

penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a disertai dengan pernyataan secara
tertulis untuk mengalihkan seluruh hak tagih
Pemodal terhadap Kustodian sebesar nilai Aset
Pemodal yang hilang yang diganti Dana
Perlindungan Pemodal kepada Dana Perlindungan
Pemodal;

permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dapat disertai dengan pemberian kuasa kepada
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk
mewakili Pemodal dalam rangka  meminta
penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal
yang tidak diberi ganti rugi oleh Dana Perlindungan
Pemodal;

penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal
yang diperoleh Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal dari pelaksanaan kuasa sebagaimana
dimaksud dalam huruf c setelah dikurangi biaya
yang telah dikeluarkan wajib dikembalikan kepada
Pemodal;

Pemodal memberikan kuasa kepada Penyelenggara

Dana Perlindungan Pemodal untuk mendapatkan
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informasi terkait Pemodal dari Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dan/atau Pihak lain;

tim verifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi
atas klaim pemodal berdasarkan dokumen, data,
dan bukti lainnya yang disampaikan pemodal dan
dokumen/data lain yang diperoleh dari Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian,
dan/atau pihak lain;

dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan atau
waktu lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan dari batas waktu permohonan klaim
disampaikan dan diterima oleh Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal, tim verifikasi klaim
melaporkan hasil pemeriksaan dan verifikasinya
kepada komite klaim;

laporan tim verifikasi kepada komite klaim
sebagaimana dimaksud dalam huruf g paling sedikit
memuat informasi mengenai Pemodal, nilai Aset
Pemodal yang hilang yang dialami setiap Pemodal,
dan total nilai Aset Pemodal yang hilang pada
1 (satu) Kustodian;

komite klaim melakukan penelaahan atas hasil
laporan pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan
oleh tim verifikasi klaim dan menyusun rekomendasi
kepada Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal berupa diterima atau ditolaknya klaim yang
diajukan oleh Pemodal, jumlah ganti rugi untuk
setiap Pemodal maupun jumlah total ganti rugi pada
1 (satu) Kustodian; dan

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal
melalui rekening yang disebutkan oleh Pemodal

dalam formulir permohonan.
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Pasal 45

Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal atas Dana

Perlindungan Pemodal tidak diterima oleh Penyelenggara Dana

Perlindungan Pemodal, Pemodal berhak mengajukan

keberatan atas keputusan Penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan prosedur

sebagai berikut:

a. Pemodal menyampaikan permohonan dengan mengisi
formulir yang ditentukan dalam petunjuk teknis dan
pedoman penanganan dan pembayaran klaim yang
diterbitkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
dengan melampirkan dokumen, data, informasi, dan
bukti lainnya sebagaimana disyaratkan dalam formulir
tersebut;

b. permohonan disampaikan dalam jangka waktu tidak
lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat
pemberitahuan tidak diterimanya klaim oleh
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan

c. dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa
klaim dapat diganti rugi oleh Dana Perlindungan
Pemodal, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
wajib dalam waktu tidak lebih lama dari 5 (lima) hari
kerja sejak diterimanya penetapan dari Otoritas Jasa
Keuangan melakukan pembayaran kepada Pemodal
tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanganan klaim
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan laporan
dimaksud memuat paling sedikit informasi tentang jumlah
nasabah yang diberikan ganti rugi, total nilai ganti rugi, sisa
Dana Perlindungan Pemodal, dan rencana pelaksanaan hak

subrogasi.
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Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Hak Subrogasi Dana Perlindungan Pemodal

Pasal 47

Hak subrogasi Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Dana Perlindungan Pemodal diwakili oleh Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal.

Dalam menjalankan tugas mewakili Dana Perlindungan
Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib
melakukan upaya pengembalian dana dari Dana
Perlindungan Pemodal yang telah dibayarkan kepada
Pemodal.

Hasil pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan
wajib disetor oleh Penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

BAB III
KETENTUAN SANKSI

Pasal 48

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;

f. pembatalan persetujuan; dan

g. pembatalan pendaftaran.
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf
g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 49
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan
tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 50
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 kepada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor Kep-716/BL/2012 tanggal
28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal, beserta Peraturan Nomor VI.A.5 yang merupakan

lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 52
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 279

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50 /POJK.04/2016
TENTANG
PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa
Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan
kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor
Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar
terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal
yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu
untuk mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal
yang mengatur mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor: Kep-716/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan Nomor
VI.A.5 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dimaksud

biasa disebut juga dengan good corporate governance,
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sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko dimaksud

biasa disebut juga dengan risk management.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dimaksud
biasa disebut juga dengan good corporate governance,
sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko dimaksud
biasa disebut juga dengan risk management.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.



Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5975



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50 /POJK.04/2016

TENTANG

PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
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PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PENYELENGGARA DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL

Nomor e s eeeeeeeeieeneenaens 20.....
Lampiran : ..cccocevevenennnnn.
Perihal : Permohonan Izin

Usaha sebagai

Penyelenggara Dana

Perlindungan

Pemodal

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai
Penyelenggara  Dana  Perlindungan Pemodal. @ Sebagai  bahan

pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon

2. Alamat pemohon

(kota dan kode pos)
3. Nama Penyelenggara

Dana Perlindungan

Pemodal

4. Nomor Pokok Wajib Pajak

5. Modal

a. Modal Dasar

b. Modal Disetor



6. Alamat Perseroan e ettt ettt

................................................................

Nomor Telepon,

Telex, dan Faksimile Tttt ettt eneet e eerereereaeeeaneaaann

Pegawai Penghubung PP PPN

(sertakan surat kuasa)

Izin Usaha Perseroan

Yang Sudah Dimiliki PRSP

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan

dokumen sebagai berikut:

1.

keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon,

faksimili;

fotokopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang

dan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang

berwenang;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

daftar nama dan anggota direksi dan dewan komisaris, meliputi:

a.

b.

daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;

fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat

keahlian di bidang Pasar Modal;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih

berlaku;

pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar

belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
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daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:

a.

fotokopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang
berwenang dan anggaran dasar yang telah disetujui oleh

instansi yang berwenang;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum

Indonesia;

keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang
saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi

antara lain nama dan bentuk pengendalian;
laporan keuangan terakhir;

daftar nama dan data anggota direksi, anggota dewan komisaris,

dan/atau pengurus meliputi:
1) daftar riwayat hidup;

2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang berlaku;

dan

3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar

belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.

laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan;

fotokopi rekening koran;

bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;

surat pernyataan dewan komisaris dan anggota direksi yang

menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

cakap melakukan perbuatan hukum,;
memiliki akhlak dan moral yang baik;

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan
komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

kejahatan;



10.

11.

12.

13.

14.
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e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar
Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada

umumnya;

f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal,

g. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan; dan

h. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Dana
Perlindungan Pemodal pada khususnya dan Pasar Modal pada

umumnya;

surat pernyataan calon anggota direksi bahwa yang bersangkutan

tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain;

surat pernyataan anggota dewan komisaris atau anggota direksi
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak
mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota dewan komisaris atau

anggota direksi Kustodian;
keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor;
gambaran tentang rencana operasi dan misi; dan

struktur organisasi dan uraian tugas pegawai.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya,

kami ucapkan terima kasih.

(nama jelas dan tanda
tangan)
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SURAT PERNYATAAN PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM/CALON
PENGENDALI/CALON PEMEGANG SAHAM
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama L e

Alamat lengkap PPN

(Kota & Kode Pos)

selaku pengendali/pemegang saham/calon pengendali/calon pemegang

saham *) dari PT .................. dengan ini menyatakan bahwa saya:

a. pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum
karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal dan

jasa keuangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia; dan

b. memiliki/tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

(nama jelas dan tanda

tangan)

*) coret yang tidak perlu
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SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS/CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L ettt ettt ettt ettt ettt et araeeeeaaan

Alamat lengkap PP PP PPPN

(Kota & Kode Pos)

selaku anggota direksi/anggota dewan komisaris/calon anggota

direksi/calon anggota dewan komisaris*) dari PT ......cccooevviiiiiiiiiiiiiniininiinennns

dengan ini menyatakan bahwa saya:

a.

b.

cakap/tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
memiliki akhlak dan moral yang baik;

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan komisaris
atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perusahaan dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang
Pasar Modal dan jasa keuangan baik di Indonesia maupun di luar

Indonesia;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada

khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;

tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan; dan
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h. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Dana Perlindungan

Pemodal pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

(nama jelas dan tanda

tangan)

*) coret yang tidak perlu
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SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

BAGI ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DIREKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L ettt ettt et ettt ettt ettt araeeeeaaan
Alamat lengkap PP PPN
(Nama Jalan & Nomor)
................................... -Uoodd
(Kota & Kode Pos)
selaku anggota direksi/calon anggota direksi *) PT ....ccccooiiiiiiiiniinnnns.
yang beralamat di .......cocceiiiieniinnn.n. dengan ini menyatakan dengan

sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap jabatan direksi dan/atau

jabatan apapun pada perusahaan lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

(nama jelas dan tanda

tangan)

*) coret yang tidak perlu
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SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA
DENGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN
DI PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama L e

Alamat lengkap PP PP PPN

(Kota & Kode Pos)

selaku anggota direksi/calon anggota direksi atau anggota dewan

komisaris/calon anggota komisaris *) PT ....ccocoviiiiiiiiiiniinnnnnn. yang

beralamat di = ... dengan ini menyatakan dengan

sesungguhnya bahwa saya mempunyai atau tidak mempunyai %)

hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi dan
anggota dewan komisaris lain di Penyelenggara Dana Perlindungan

Pemodal bersangkutan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

(nama jelas dan tanda

tangan)

*) coret yang tidak perlu
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SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA
DENGAN PIHAK PENGGUNA JASA PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama L e

Alamat lengkap PP PPN

(Kota & Kode Pos)

selaku anggota direksi/calon anggota direksi atau anggota dewan

komisaris/calon anggota dewan komisaris *) PT ...cccoiiiiiiiiiiinininnn.

yang beralamat di .........cooceeeiiiinnnenn. dengan ini menyatakan dengan

sesungguhnya bahwa saya mempunyai atau tidak mempunyai *)

hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Pihak yang menjadi

pengguna jasa perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

(nama jelas dan tanda

tangan)

*) coret yang tidak perlu



-12-

DAFTAR PERTANYAAN

II.

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

Semua pertanyaan wajib dijawab oleh masing-masing anggota
direksi, anggota dewan komisaris, pengendali/pemegang saham,
calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan/atau

calon pengendali/pemegang saham.

Ditandatangani oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris,
pengendali/pemegang saham, calon anggota direksi, calon anggota
dewan komisaris, dan/atau calon pengendali/pemegang saham di

atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).

Berilah tanda V dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban
Saudara “Ya”, atau berilah tanda V dalam kota di depan kata “Tidak”

jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.

Untuk setiap jawaban "Ya", wajib diberikan jawaban secara rinci dan

jelas yang antara lain memuat:

a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;

b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;

c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

INTEGRITAS PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM ATAU ANGGOTA
DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau
usaha perumahan atau real estat, termasuk kegiatan, baik langsung
maupun tidak langsung, berhubungan dengan Lembaga Penilai
Harga Obligasi, Bursa Efek, Penasehat Investasi, Bank, atau

perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.
Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah
Saudara telah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak

membantah atas tuduhan:
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a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau
usaha Berhubungan Dengan Investasi, penipuan, pernyataan
palsu, atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau

pemerasan?
1 ya [ tidak
b. Atau kejahatan lainnya?
1 ya 7 tidak
2. Apakah pengadilan:
a. Pernah menyatakan Saudara pailit?
1 ya [ tidak

b. Dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang Saudara dalam

kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
1 ya 7 tidak

c. Pernah ketahuan Saudara menyebabkan suatu usaha yang
berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin
untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau

dibatasi?
1l ya 7 tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:

a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau

melakukan kelalaian?
[ ya 7 tidak

b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
1l ya 7 tidak

c. Mendapatkan Saudara menyebabkan ditolak, dibekukan,
dicabut atau dibatasi izin wusaha Saudara atau izin
menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan

investasi?

7 ya O tidak



d.
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Memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk
sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi

sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?

[ ya 1 tidak

Apakah instansi berwenang lainnya pernah:

a.

Pernah mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu,
menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?

1 ya 7 tidak

. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan

di bidang investasi atau peraturan perundang-undangan
lainnya?

[ ya 1 tidak

Apakah suatu Bursa Efek pernah:

a.

Mendapatkan Saudara membuat pernyataaan palsu atau
lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

[ ya O tidak

Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap
peraturan Bursa Efek?

1 ya 7 tidak

Mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin
untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang
berhubungan dengan investasi yang menyebabkan
dibekukan, dicabut atau dibatasi?

[ ya 7 tidak

Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan
mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan
mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-
anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?

1l ya 7 tidak

Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku

atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap

Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?

7 ya O tidak
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7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dari sidang
pengadilan?

[ ya 1 tidak

8. Apakah suatu perusahaan pertanggungan pernah menolak
membayar kepada atau mencabut pertanggungan Saudara ?

1 ya 71 tidak

9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan
pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak
lain yang tidak dapat dilaksanakan?

[ ya 1 tidak

10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dari Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal, Penasehat Investasi atau
pengendali dari Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang
dinyatakan pailit?

1l ya 1 tidak

11. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-
sama memiliki saham melebihi 5% (lima per seratus) pada suatu
Emiten atau Perusahaan Publik atau 20% (dua puluh per
seratus) pada perusahaan yang bergerak di bidang Investasi?

1l ya 1 tidak

(Tempat dan tanggal)

Calon Anggota Direksi/Calon Anggota
Dewan Komisaris/Calon Pengendali/Calon
Pemegang Saham, Anggota Direksi/
Anggota Dewan Komisaris/ Pengendali/
Pemegang Saham *)

(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu
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1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, anggota

dewan komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah

ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C.

2. a.

bawah anggota direksi

Pejabat adalah anggota direksi

kedudukan atau berfungsi sama.

dan pihak-pihak

atau pejabat satu tingkat di

yang mempunyai

b. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat

dari 5% (lima perseratus) atau lebih dari saham pemohon.

3. Laporkan pula perubahan anggota dewan komisaris,

pejabat,

pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal

pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak

dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang

bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Daftar Anggota Dewan Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham

Nama

Lengkap

Tgl.mulai
Bln.Thn

Tgl.
Berakhir
Bln. Thn

Jabatan

Persentasi

Pemilikan

NPWP

Kewarga-

negaraan
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Daftar B:

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban “Ya” atas pertanyaan
nomor 1 sampai dengan 11 dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A

dan B.

Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 11

No Nomor Pertanyaan/Daftar Penjelasan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum
MULIAMAN D. HADAD

Yuliana
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